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DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
JALAN BANDA ACEH - MEDAN KM. 370 GEDUNG NO § 1D
KODE POS 24454 TELEPON (0646). ..

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 303/PAUD /2018

- TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PANTE RAMBONG KECAMATAN PANTEE BIDARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TIMUR, /

Menimbang . a. dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan A
Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Perpturan ;
Nomor 27 Tahun 1990, periu mengatur izin Pendi

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai salah
satu wadah kegiatan belajar masyarakat untuk meningkatkan

pengetahuan keterampilan dan sikap warga masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dqlam
huruf a, perlu menetapkan dalam satu Keputusan Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pendirian
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rambong di Kecamatan Pantee Bidari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 5 . Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atieh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1103);

3. quang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Kensllm.ewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undpng-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4633);
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9. mww"ﬂ“‘ 1880, mePendﬂ M:g
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N oo ﬂ:u!\b-anNegt! ia Nomor
11);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan
Luar Sekolah;
2000 tentang Kewenangan
1. WWW”T‘"‘" rovinsi Sebagai Daerah Otonom

Tahun 2000 Nomor 54,
grLanbamNegamWIm\esn ia Nomor 3952);

12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tm""""
2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe
Daussalam Nomor 15);

Tahun 2016 tentang
13.0mKab|.pabnAcehTmNornor4 i -

T
14.P:::um&mdAoehTmNomoras1’nhm 2012 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
15. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2911 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur.

MEMUTUSKAN:
a. Nama Lembaga : PAUD “ PANTE RAMBONG "
b. Jenis Program ¢ Kelompok Bermain (KB)
c. Ketua/Pengelola : LATIFURAHMI, A.Md
d. Pekerjaan/Jabatan  : Pengelola PAUD Pante Rambong
e. Alamat - maaPmannbong Kecamatan Pantee

Bidari , Kabupaten Aceh Timur,

peraturan  perundang - undangan yang berlaku tentang

Lembaga Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini

penyelenggaraan Lembaga
(PAUD), dan bertanggung jawab jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur,

: Apabila terjadi penyelewengan atas ketentuan dan peraturan yang

berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
maka pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu
dicabut dan dapat dibatalkan.







